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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi  sistem pembiayaan 

menggunakan akad murabahah yang dilaksanakan oleh koperasi syariah khususnya BMT, 

Dimana akad murabahah sendiri adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada pembeli Dengan berdasarkan oleh sistem perlakuan 

akuntansi yang ada, Perlakuan akuntansi tentang pembiayaan dengan menggunakan akad 

murabahah sendiri telah ditentukan dan diatur oleh pemerintah melalui pernyataan standart 

akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 .  

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana yang dimaksud penelitian 

kualitatif disini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari sumber informan dan perilaku yang dapat diamati di lapangan, penelitian ini 

merupakan penelitian dengan bentuk studi kasus. 

Dengan mengambil data dari laporan arus kas, laporan laba – rugi, neraca serta 

wawancara mendalam dengan staff, serta kepala cabang objek penelitian, Peneliti mencoba 

memahami, mencermati, menelaah serta mengumpulkan dan merangkum  semua data dari 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang untuk kemudian dibandingkan 

perlakuan akuntansi yang digunakan  dengan PSAK 102 tahun 2007 serta ED PSAK 102 

tahun 2013. 

 

Kata Kunci : PSAK 102, Murabahah, BMT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi adalah an everchangging discipline, berubah terus 

menerus sepanjang masa (Morgan 1988, Hines 1989 dan Francis 1990). 

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil 

keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (Lili M Sadeli : 2 )  

Saat ini munculah akutansi syariah yang digunakan untuk 

menjawab persoalan pada akuntansi konvensional. Pada Pernyataan 

Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) sudah diatur peraturan tentang 

akuntansi syariah yaitu pada PSAK No.59 dimana terdapat aturan tentang 

akuntansi pada perusahaan perbankan. Setelah entitas perbankan yang 

beralih dari sistem ke sistem yang berbasis syariah kini mulai bermunculan 

badan-badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah, hal itu 

seiring semakin banyak nya keinginan umat muslim (khususnya) untuk 

melakukan transaksi pembiayaan dengan ketentuan syariah yang telah 

diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadist .  

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 

yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). 

Kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan sejenis 

lainnya termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi 
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usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau juga bisa disebut 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), namun dewasa ini KJKS lebih 

dikenal dengan nama Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Dasar hukum BMT 

adalah koperasi syariah, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT 

harus tunduk pada undang-undang No.25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan 

pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEPMEN No. 91 tahun 2004 

tentang koperasi jasa keuangan syariah, undang-undang tersebut sebagai 

payung berdirinya BMT ( Lembaga Keuangan Mikro Syariah ). 

Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BMT adalah akad 

murabahah. Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT harus sesuai 

dengan PSAK 102  yang telah disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 yang 

merupakan revisi dari PSAK 59. Standar akuntansi tersebut harus 

menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi 

penggunanya, namun tetap pada konteks syariah islam. Penyajian 

informasi semacam ini penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi 

oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro 

syariah, baik pihak intern yaitu Pengurus BMT, Pengelola BMT, dan 

anggota BMT . Sedangkan pihak ekstern adalah PINBUK ( Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil ) sebagai pendamping masyrarakat dan siapapun yang 

berkepentingan dengan BMT tersebut. 

Pembiayaan murabahah merupakan konsep  yang cocok untuk 

digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif.  
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Pembiayaan konsumtif sendiri adalah jenis pembiayaan yang diberikan 

untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan 

konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan 

habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan 

hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian 

mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga. 

Meskipun pembiayaan murabahah banyak diminati, tidak berarti bank 

syariah sama saja dengan bank konvensional yang cenderung menyalurkan 

kredit konsumtif.  

Pada tataran aplikasinya, pembiayaan murabahah mengindikasikan 

adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan 

realisasi perhitungan marjinnya mengacu ke bunga bank konvensional ( 

Widodo, 2010:34 ). Hal ini diperjelas dengan adanya fatwa No. 

84/DSN/MUI/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 

(DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Desember 2012 

mengenai metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah. Fatwa 

tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam 

bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar) boleh dilakukan 

secara proporsional (thariqah mubasyirah).  

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 

yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di 

Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang 

mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah ( PSAK 102 tentang 
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akad murabahah ) dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. 

Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin 

kesesuaiannya dengan syariat Islam. 

PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan akuntansi. 

Akuntansi mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk mengimbangi hal tersebut 

sangatlah mutlak untuk menerapkan akutansi syariah sehingga bank tetap 

mampu menjaga visi dan misi dari perbankan syariah, yakni terdapat 

kejelasan dalam setiap transaksi yang telah dilakukan. 

Sebenarnya terdapat beberapa jenis bentuk pelayanan pembiayaan 

lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi 

syariah, antara lain : Murabahah (Jual Beli), Musyarokah (Bagi Hasil), 

Mudhorobah (Bagi Hasil), Rohn (Gadai), serta Ijaroh (Jasa). Namun dari 

semua pembiayaan itu yang paling populer dan diminati masyarakat 

adalah murabahah. 

Menurut Muhammad (2005:121), sejumlah alasan untuk 

menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan 

islam, yaitu : 

 (1) Murabahah adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan 

dengan sistem Profit And Loss Sharing cukup memudahkan. 
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 (2) Mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank 

dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi 

saingan bank-bank islam. 

 (3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari 

bisnis-bisnis Profit and Loss Sharing. 

Ada dua jenis Murabahah yaitu Murabahah dengan pesanan 

(Murabahah to the purchase order) dan Murabahah tanpa pesanan (Sri 

Nurhayati & Wasilah). Kedua jenis akad Murabahah ini perbedannya 

hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama ( dengan pesanan ) sifatnya 

mengikat, sedangkan Murabahah jenis kedua ( tanpa pesanan ) sifatnya 

tidak mengikat. 

Sebagai salah satu sistem investasi keuangan yang dimiliki 

koperasi syariah, Murabahah mempunyai presentase yang lebih tinggi dan 

banyak diminati oleh nasabah daripada produk pembiayaan lain yang di 

tawarkan oleh koperasi syariah. Murabahah di aplikasikan dalam bentuk 

pesanan beli antara nasabah dengan bank (lembaga keuangan syariah).   

Dalam kegiatan ini BMT ( Lembaga keuangan lain ) diperbolehkan untuk 

meminta uang muka sebagai tanda keseriusan dan jaminan agar tidak ada 

pihak yang di rugikan di kemudian hari. Berkaitan dengan dasar hukum 

syariah yang berhubungan dengan akad Murabahah Allah SWT Berfirman 

dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282  : 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. jika 
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kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(Al-Qur’an 

Terjemah Indonesia : 85 ) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umatnya 

untuk bermuamalah dan melakukan hutang piuang. Ketika hutang piutang 

tersebut terjadi dalam waktu yang lama maka dianjurkan untuk 

mencatatnya agar yang memberi piutang merasa tenang dengan penulisan 

tersebut. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat 

dianjurkan oleh Allah.  

Dalam operasionalnya perbankan sangat berkaitan erat dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Keberadaan PSAK 

akan mampu menghantarkan sistem akuntansi yang baik pula, yang mana 

hal tersebut juga akan mendorong pesatnya perekonomian Islam. Standar 

akuntansi di Indonesia yang berprinsip bahwa akuntansi Indonesia 

merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan 

yang memiliki kepentingan terhadapnya. Standar Akuntansi ini akan terus 

berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan 

masyarakat (Wiwin Yadiati : 30). 

Pada tahun 2007 telah terbit 6 (enam) PSAK transksi syariah yang 

telah mendapatkan persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) di 

antaranya: PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, 

PSAK no. 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK no. 103 tentang 
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akuntansi salam, PSAK no 104 tentang akuntansi istishna, PSAK no 105 

tentang akuntansi mudharabah, dan PSAK 106 tentang akuntansi 

musyarakah. Dengan diterbitkannya UU Perbankan syariah sangat 

diharapkan mampu memperkuat fatwa MUI yang terkait dengan bunga 

bank riba yang dikeluarkan pada tahun 2004.  

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat 

bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan murabahah 

yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak 

yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan 

syariah. Dalam penjelasan PSAK aset murabahah untuk tujuan dijual 

kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, namun saat ini 

tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit bank  atau lembaga 

keuangan lain yang tidak sesuai dengan PSAK dengan kata lain bank 

melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai atau cash, atau 

bisa juga diartikan bahwa bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah 

tetapi memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai wakil untuk 

membeli barang tersebut.  

Sedangkan murabahah adalah akad jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, dengan kata lain 

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi’i Antonio : 101). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi murabahah sesuai 
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dengan PSAK No. 59 yang telah  disempurnakan menjadi PSAK No. 102 

pada lembaga keuangan mikro syariah dengan judul : 

“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SISTEM PEMBIAYAAN 

MURABAHAH BERDASARKAN PSAK No. 102 PADA KOPERASI 

SYARIAH” (Studi kasus BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. 

Balongpanggang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada sub bab 

sebelumnya, serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan 

penelitian agar lebih terfokus dan sistematis, permasalahan pokok dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di KJKS 

BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. Balongpanggang ? 

2. Bagaimanakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS 

BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. Balongpanggang ? 

3.  Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di  KJKS BMT 

MANDIRI SEJAHTERA Cab. Balongpanggang sudah diterapkan sesuai 

dengan PSAK 102? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 
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1. Untuk menganalisis sistem pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di 

KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. Balongpanggang ? 

2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah di 

KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. Balongpanggang ? 

3.  Untuk menganalisis dan menmbandingkan apakah perlakuan akuntansi 

pembiayaan murabahah di KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA Cab. 

Balongpanggang  sudah sesuai dengan PSAK No. 102 ? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 

tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat 

penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain : 

a. Bagi Peneliti 

Memperluas pengetahuan peneliti tentang lembaga keuangan non bank 

seperti koperasi syariah terutama yang berkaitan dengan perlakuan 

akuntansi murabahah untuk perbankan syariah serta menambah wawasan 

peneliti tentang Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

102. 

b. Bagi Instansi 

Dapat memberikan konstribusi informasi tambahan mengenai perlakuan 

akuntansi yang tepat serta sesuai standart atas pembiayaan murabahah 

yang disalurkan oleh koperasi syariah yang sesuai dengan aturan yang 
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berlaku. Serta pengetahuan baru bagi para staff serta kryawan yang ada di 

objek penelitian yang notabene masih belum mengenal seluk – beluk serta 

apa yang dimaksud dengan Pernyataaan Standart Akuntansi Keuangan. 

c. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan 

Universitas Wijaya Putra Surabaya tentang akad murabahahah serta PSAK 

No. 102 yang mengatur perlakuan akuntansinya, khususnya jurusan 

akuntansi dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas 

penelitian yang sama. 

d. Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang akad murabahah pada lembaga keuangan syariah serta 

perbandingannya dengan kredit pada bank konvensional. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1.Pengertian Akuntansi Syariah 

Sri Nurhayati (2009:2), mengemukakan bahwa “akuntansi syariah dapat 

diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan Allah, Swt”. Sedangkan pengertian akuntansi syariah  

menurut Muhammad (2002:14) “Akuntansi syariah adalah akuntansi yang 

dikembangkan dan bukan hanya dengan tambal sulam terhadap akuntansi 

konvensional, akan tetapi merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai 

alqur’an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi”. 

Dengan demikian akuntansi syariah dapat diartikan suatu teknik dari suatu 

pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang 

dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan 

Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As Sunnah. 

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang 

berdasarkan syrariah. Pemberlakuan PSAK hanya menjadi acuan praktek 

akuntansi bagi lembaga keuangan islam lain baik bank maupun non bank di 

indonesia. Dengan demikian BMT sebagai lembaga keuangan islam non bank 

dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah. 
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Dengan adanya PSAK syariah yang terbaru ini yakni tahun 2007 maka 

seluruh lembaga keuangan syariah mulai dapat mengadopsi ketentuan PSAK 

walaupun belum seluruh transaksi syariah diatur. Setidaknya, Lembaga keuangan 

syariah tidak mengalami kebuntuan dalam mencari standar untuk menyusun 

laporan keuangan. 

 

2.1.2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan 

mikro yang ada di indonesia selain koperasi dan lembaga keuangan mikro lain. 

Awal mula munculnya BMT di Indonesia adalah pada bulan Juni 1992 di Jakarta, 

oleh prakarsa beberapa orang maka didirikanlah lembaga keuangan tanpa bunga 

dengan nama BMT Insan Kamil. Lembaga keuangan non perbankan ini 

mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk akad Mudharobah, konsep jual beli 

yaitu Murabahah serta akad kerjasasma bisnis dengan nama Musyarokah, karena 

itu kedudukan BMT sangat strategis apalagi pangsa pasar di bidang permodalan 

usaha masih di dominasi oleh UKM yang jumlahnya jutaan dibandingkan jumlah 

usaha-usaha besar.  

Pada perkembangannya BMT mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. BMT juga berperan penting dalam 

menggerakkan sektor riil dan pengentasan kemiskinan. Saat ini ada sekitar 5000 

BMT, 4000 diantaranya berbadan hukum koperasi dan sisanya tidak mau 

berbadan hukum koperasi (Putu Anggreni : 73) 
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BMT sebagai lembaga keuasngan mikro yang berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang 

berlandaskan syariah. Pemberlakuan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 

(PSAK) haruisnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam 

baik bank maupun non bank di Indonesia. Dengan demikian BMT sebagai 

lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun laporan keuangan tentunnya 

harus mengacu pada ketentuan akuntansi syariah yang sudah diatur oleh 

pemerintah. 

 

2.1.3. Pengertian Murabahah 

Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan laba atau 

tambahan (Widodo, 2010:19). Murabahah didefiniskan oleh para fuqaha sebagai 

penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah 

mark up atau marjin atau keuntungan yang disepakati. Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf 5 tentang Murabahah 

mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan 

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Murabahah adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual 

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut, dan tingkat keuntungan (marjin) yang diinginkan (Ascarya : 81). 
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Murabahah dalam pengertian aslinya menurut islam adalah “is simply a 

sale” jual beli, Pembayarannya bisa dilakukan secara tunai (at spot) atau nanti 

pada suatu tanggal yang telah disepakati (a subsequent date) oleh para pihak baik 

penjual maupun pembeli (Sugeng Widodo : 19). 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK No. 

102). Murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli amanah yang dikenal 

dalam syariat islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih 

dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan di beli, kemudian mengambil 

keuntungan secara keseluruhan. Dengan demikian murabahah berdasarkan 

kepada prinsip : 

a. Mengetahui Harga asal 

b. Tambahan keuntungan yang telah disepakati 

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hukum murabahah, kecuali 

madzhab Maliki yang mengatakan hukumnya makruh. Walaupun terdapat 

kesepakatan ulama madzhab mengenai murabahah, mereka masih berbeda dalam 

hal biaya yang timbul dari aqad tersebut, dan biaya apa saja yang dapat 

dibebankan kepada harga jual barang tersebut. 

Ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait 

dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan 

nilai transaksi, namun memberikan nilai tambah barang itu. Ulama madzhab 

Syafi’i membolehkan beban biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu 
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transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang 

semestinya dikerjakan oleh penjual. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa 

semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual 

selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah 

nilai barang yang akan dijual (Adiwarman Karim : 105). 

Jadi, berdasarkan pendapat keempat ulama di atas, pembebanan biaya 

langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga diperbolehkan. Keempat 

madzhab sepakat tidak membolehkan beban biaya langsung yang berkaitan 

dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya 

langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. 

Murabahah tidak berbeda dengan transaksi lain dimana mesti ada ijab 

qabul, terhindardari penipuan, barang yang dijual layak beli (tidak menjual barang 

haram), tetapi ada syarat khusus yang mesti dipenuhi sebagaimana diuraikan 

sebelumnya. Karena murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang 

dibolehkan, maka secara umum pelaksanaannya mesti mengikut kepada syarat 

dan rukun yang telah di tentukan. Hal yang membedakan murabahah dengan 

penjualan yangh biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahukan 

kepada pembeli keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat 

melakukan tawar menawar atas besarnya marjin (keuntungan) sehingga akhirnya 

diperoleh kesepakatan (Sri Nurhayati & Wasilah : 160). 

Berdasarkan definisi tersebut, murabahah merupakan transaksi jual beli 

barang, di mana penjual (dalam hal ini lembaga keuangan syariah atau koperasi 

syariah) mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli (dalam hal ini nasabah 
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yang ingin menggunakan jasa koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah 

dengan menggunakan akad murabahah) dan memperoleh keuntungan atau marjin 

berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati  bersama oleh kedua belah pihak. 

 

2.1.3.1.  Jenis-jenis Murabahah 

a. Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan mengikat 

atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. 

Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang 

yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Adapun 

murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan 

barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima 

atau membatalkan barang tersebut. 

 

         Negoisasi dan persyaratan 

      Akad 

 

 

     Serah Terima Barang 

      Bayar Kewajiban 

 

 

 

   Beli barang tunai   Barang Dikirim 

 

      

Gambar 2.1 

Murabahah Berdasarkan Pesanan 

(Sumber : Riza, 2012, hal 145) 

   Penjual 

     (Ba’i) 

    Pembeli 
 (Musytari) 

  Produsen 
 (Supplier) 
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b. Murabahah Tanpa Pesanan 

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. 

Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak sehingga 

penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. 

 

          Barang ( mabi’) 

      Akad 

 

             Cost + Margin 

 

Gambar 2.2 

Murabahah Tanpa Pesanan 

(Sumber : Riza, 2012, hal 146) 

 

2.1.3.2. Rukun dan Syarat Murabahah 

Menurut Widodo (2010:25) dalam bukunya “Seluk Jual Beli 

Murabahah Perspektif Aplikatif” , rukun murabahah dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Penjual (Ba‟ i) 

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), 

yaitu dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS), atau Baitul wa Tamwil (BMT) yang disebut dengan 

         Penjual 

          ( Ba’i ) 

         Pembeli 

        (Musytari) 
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istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penjual (Ba‟ i)  Dan 

Pembeli (Musytari) 

2) Pembeli (Musytari) 

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir 

ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus 

cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara‟  harus sudah 

baligh dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, 

yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun. 

3) Barang yang Menjadi Objek Jual-Beli (Mabi’) 

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari 

segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan 

thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang 

mendatangkan mudharat. Selain itu, sifat barang harus bernilai. Objek 

murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan 

penjual. 

4) Harga Barang (Tsaman) 

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas 

jumlahnya dan satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, 

yaitu secara tunai atau secara kredit (tangguh). Jika dibayar secara kredit, 

waktu pembayaran dan jangka waktunya harus jelas. Dalam konteks 

pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang 

disebut plafon atau limit. 
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5) Kontrak atau Akad (Sighat atau Ijab-Qabul) 

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah 

tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris. Dibandingkan dengan 

perjanjian di bawah tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat 

dipandang dari segi hukum, namun yang seringkali dipakai adalah 

perjanjian yang dibuat sendiri oleh lembaga keuangan yang kemudian 

diberikan materai sebagai bentuk kekuatan hukum. 

 

2.1.3.3. Karakteristik Murabahah 

 Pengadaan : Proses pengadaan barang murabahah (aktiva murabahah) 

harus dilakukan atau penjual. 

 Perwakilan : Jika penjual hendak mewakilkan pada nasabah (wakalah) 

untuk membeli brang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. 

 Uang Muka :  Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada 

pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut, Uang 

muka menjadi bagisan pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah 

disepakati. 

 Diskon  :  Dalam PSAK No. 102 paragraf 11, a) diskon dalam 

bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, b) diskon dari biaya 

asuransi dari perusahaan asuransi dalam pembelian barang, dan c) Komisi 

dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. 
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 Jika penjual mendapat diskon sebelum akad maka diskon tersebut menjadi 

hak pembeli. 

 Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan 

menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan di awal 

akad. 

 Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 

Hakikatnya dalam PSAK No. 102 diskon dalam pembelian adalah 

hak pembeli sehingga akan lebih baik jika perjanjian menyatakan diskon 

setiap akad Murabahah menjadi hak pembeli. 

 

2.1.3.4. Perbandingan Kredit dengan Murabahah 

Perbandingan dan perbedaan kredit pada bank konvensional dengan 

pembiayaan murabahah dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Kredit dengan Murabahah 

No. Perihal Kredit Murabahah 

1. Sumber Hukum Hukum Positif Hukum Syara’ 

terutama al-Qur’an 

dan al-Hadist 

2. Orientasi Keuntungan finansial 

secara sepihak ( 

Lembaga Keuangan 

Falah, berkah dan 

mardhotillah, dengan 

jangkauan baik 



22 
 

Konvensional ) yang 

sifatnya duniawi 

duniawi maupun 

ukhrowi 

3. Prinsip dasar Pinjam meminjam 

uang  (loan atau 

lending) 

Jual – beli 

4. Obyek transaksi Uang (money) Barang (goods) yang 

halal 

5. Obyek transaksi 

pembiayaan atas 

barang yang belum 

ada 

Boleh Tidak boleh 

6. Jangka waktu 

(tenor) transaksi 

Berjangka pendek, 

menengah, panjang 

Berjangka pendek 

dan menengah 

7. Esensi Loan plus interest Cost plus margin 

8. Pengertian Pinjam – meminjam 

uang yang pemberian 

dan pelunasannya 

dipisahkan oleh  

waktu dengan 

imbalan, yang 

berwujud bunga 

Jual-beli yang 

mewajibkan penjual 

menyampaikan harga 

pokok barang kepada 

pembeli ditambah 

keuntungan yang 

besarnya sesuai 

dengan kesepakatan 

oleh para pihak 
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terkait ( penjual dan 

pembeli ) 

9. Imbalan (dasar) Penundaan waktu Bukan penundaan 

waktu 

10. Imbalan (wujud) Bunga Marjin 

11. Imbalan (kaitannya 

dengan index) 

 Terkait Tidak boleh terkait 

12. Imbalan (rumusan 

matematis) 

Pelunasan = Pokok + 

Bunga 

Harga jual = Harga 

pokok + marjin 

13. Imbalan (sifat) Floating rate 

penentunnya adalah 

LKK 

Fixed rate 

penentunnya para 

pihak 

14. Imbalan (potongan 

atau diskon) 

Berlaku otomatis dan 

pasti 

Hak prerogatif 

penjual 

15. Imbalan 

(berlakunya 

potongan atau 

diskon) 

Sebatas jangka 

waktu riil kredit 

Nominal marjin tidak 

terkait waktu 

16. Imbalan (kaitannya 

dengan time value 

of money) 

Otomatis dan 

fungsional (pasti 

berlaku) 

Tidak berlaku 

17. Cara pembayaran Angsuran atau 

cicilan 

Tunai, angsuran atau 

cicilan 
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18. Penggunaan atau 

aplikasi transaksi 

Produktif dan 

konsumtif 

Produktif dan 

konsumtif 

19. Manfaat 

pembiayaan 

Modal kerja dan 

investasi (jangka 

panjang) 

Modal kerja dan 

konsumtif 

20. Sifat aplikasi kredit 

dan pembiayaan 

murabahah 

Terdapat bentangan 

waktu antara 

realisasi dan 

pelunasan 

Terdapat bentangan 

waktu antara realisasi 

dan pelunasan 

21. Tujuan pembiayaan 

kredit atau 

murabahah 

Pembiayaan untuk 

segala hal 

Penggunaan modal 

pembiayaan islami 

yang ideal, yaitu 

mudharabah ( bagi 

hasil) dan 

musyarakah (jual-

beli) 

22. Keterlambatan 

angsuran atau 

pelunasan 

Dikenakan denda Dalam islam tidak 

ada denda yang 

bersifat menghukum 

23. Denda (perlakuan 

secara akuntansi) 

Diakui sebagai 

pendapatan legal 

LKK 

Dibukukan ke 

rekening dana sosial 

yang akan disalurkan 

untuk kemaslahatan 
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umat / masyarakat  

(tidak terbatas pada 

kalangan muslim 

saja). 

24. Kesimpulan Lending =/= 

Murabahah 

Murabahah =/= 

Lending 

 

 

2.1.4. Hutang melalui pembiayaan 

Istilah hutang telah lama diamalkan dan digunakan oleh manusia 

bahkan pada masa arab jahiliyah istilah hutang merupakan suatu perbuatan 

yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan inipun 

masih berlaku sampai sekarang (Fatimah Riswati : 72) 

Di dalam islam sendiri konsep hutang terdiri dari : 

1). Hutang melalui pinjaman, yaitu hutang yang terjadi disebabkan oleh 

pinjaman, baik dalam bentuk uang atau barang, dan akan dibayar kembali 

pada masa yang akan datang dengan jumlah dan jenis yang sama. 

2). Hutang yang berasal dari transaksi pertukaran. Dengan arti lain hutang 

yang diperoleh melalui pembiayaan. Ini bermakna hutang yang terjadi dari 

hasil transaksi jual-beli, memberi kesan pada perpindahan milik ke pihak 

lain dan membayar kembali secara tangguh pada masa yang disepakati. 
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2.1.5. Cakupan Standar Akuntansi tentang PSAK 102 

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada Peraturan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah 

yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 

menggantikan PSAK No. 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan murabahah. Yang dapat diterapkan untuk lembaga 

keuangan syariah seperti Bank, Asuransi, Lembaga pembiayaan, Dana pensiun, 

Koperasi, Dan lainnya yang  menjalankan transaksi murabahah. Disamping itu, 

PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi 

murabahah dengan lembaga keuangan tersebut. 

 

i. Pengakuan dan Pengukuran 

Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur oleh PSAK No. 102 

(2007) yang kemudian disempurnakan menjadi Exposure Draft (ED) PSAK No. 

102 di tahun 2013, tepatnya 30 September 2013. 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara ED PSAK 102 (2013) dan PSAK 102 (2007) 

Perihal ED PSAK 102 PSAK 102 

Jenis Murabahah  Murabahah yang 

merupakan jual beli 

(diatur di PSAK 

102). 

Murabahah yang 

merupakan jual beli 
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 Murabahah yang 

merupakan 

pembiayaan 

berbasis jual beli 

(menggunakann 

PSAK 50, PSAK 

55 dan PSAK 60). 

Pengakuan 

Pendapatan 

Murabahah 

 Berbasis risk and 

reward (diatur di 

PSAK 102). 

 Imbal hasil efektif 

(menggunakan 

PSAK 50, PSAK 

55 dan PSAK 60). 

Berbasis risk and 

reward 

 

Pengakuan dan Pengukurannya adalah : 

1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, yakni 

sebagai berikut: (menurut PSAK No. 102) 

Nama Akun Debit Kredit 

Aset Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 
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2) Pengukuran persediaan murabahah setelah perolehan terbagi dua, yaitu 

aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat dan 

pesanan tidak mengikat. Adapun pengukuran untuk aktiva tersedia untuk 

dijual dalam murabahah pesanan mengikat adalah sebagai berikut: 

(a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan 

(b) Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi 

lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi 

nilai aset. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat yakni 

sebagai berikut: 

 Nama Akun Debit Kredit 

Beban penurunan nilai Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

 

Kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban 

lain-lain dan persediaan murabahah akan berkurang sebesar nilai kerugian 

tersebut. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah 

pesanan tidak mengikat maka pengukurannya adalah sebagai berikut :  

(a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan 

(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya 

perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 

Dalam hal ini entitas akan mencatat pengakuan kerugian, yakni sebagai 

berikut: 
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Nama Akun Debit Kredit 

Kerugian  Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

 

3) Diskon atau potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai: 

a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum 

akad murabahah. 

Nama Akun Debit Kredit 

Aset Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

 

b.  kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah 

dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Utang  Rp  xx 

 

c. tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 

murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 
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d.  pendapatan operasi lain, jika setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Pendapatan Operasional lain  Rp  xx 

 

4) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada 

akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai 

bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan 

piutang. Pada waktu akad, lembaga keuangan syariah akan mencatat 

sebagai berikut: 

Nama Akun Debit Kredit 

Beban Piutang tak tertagih Rp  xx  

     Penyisihan piutang tak tertagih  Rp  xx 

 

5) Keuntungan murabahah diakui: 

(a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara 

tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan 

keuangan dapat langsung diakui, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Piutang Murabahah Rp  xx  
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     Aset Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan  Rp  xx 

 

Namun bila lebih dari satu periode maka : 

(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan 

syarat apabila risiko penagihannya kecil, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Piutang Murabahah Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan Tangguhan  Rp  xx 

 

(2). Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil 

ditagih dari piutang murabahah, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

Keuntungan Tangguhan Rp  xx  

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 

 

(3). Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil 

ditagih, dicatat sama dengan cara yang sama dengan poin (2) hanya 

saja jurnal pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat 

saat seluruh piutang gtelah selesai ditagih. 
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6) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli 

yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 

disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

 (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat 

waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 

Jurnal yang harus dibuat yakni: 

(i) Jika potongan pelunasan diberikan saat pelunasan, 

jurnalnya: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Keuntungan ditangguhkan Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

 Keuntungan Murabahah (net      

setelah dikurangi potongan 

pelunasan) 

 Rp  xx 

 

(ii) Jika potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan 

(penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan 

pada pembeli, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Keuntungan Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 
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(b) Disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, 

maka diakui sebagai beban. Untuk potongan pelunasan dini, entitas 

akan mencatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Keuntungan ditangguhkan Rp  xx  

Beban Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 

 

7) Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan (qardhul hasan). Jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Dana Kebajikan – Kas Rp  xx  

Dana Kebajikan – Pendapatan 

Denda 

 Rp  xx 

 

8) Uang muka (urbun), Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah 

sebagai berikut : 

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah 

yang diterima. 
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(b) jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui 

sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) 

(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Atas uang muka 

tersebut di atas, penjual akan membuat pencatatan, yakni: 

a. Pada saat menerima uang muka, jurnal yang dibuat: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas / Rekening pembeli Rp  xx  

Utang lain – Uang muka     

Murabahah 

 Rp  xx 

 

b.  Pada saat barang dibeli oleh pembeli, jurnal yang dibuat: 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang Lain – Uang muka 

Murabahah 

Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

 

c. Jika pembeli batal membeli barang maka penjual akan mencatat 

pengembalian uang muka setelah dipotong biaya administrasi dan 

uang muka penjual lebih besar dari kerugian penjual,  jurnal yang 

dibuat: 
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Nama Akun Debit Kredit 

Utang Lain – Uang Muka 

Murabaah 

Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

     Kas / Utang  Rp  xx 

 

d. Jika pembeli batal membeli barang dan uang muka yang di 

bayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual (lembaga keuangan), maka penjual dapat 

meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas / Piutang Rp  xx  

Utang Lain – Uang muka 

Murabahah 

Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

 

e.  Jika pembeli batal membeli barang , dan lembaga keuangan yang 

menanggung pembelian barang atau uang muka sama dengan 

beban yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut, maka 

jurnalnya : 
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Nama Akun Debit Kredit 

Utang lain – Uang Muka 

Murabahah 

Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

 

Uang muka dalam akad murabahah diakui sebagai bagian dari 

kewajiban atau utang di neraca, apabila sudah terjadi akad murabahah 

maka utang tersebut akan menjadi nol dan piutang murabahah akan 

dikurangi sebesar uang muka tersebut 

 

ii. Penyajian 

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada 

rekening yang terpengaruh oleh transaksi murbahah. Berikut adalah 

penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah: 

1) Piutang Murabahah 

Piutang murabahah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama 

rekening “piutang murabahah”. Berdasarkan PSAK No. 102, piutang 

murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu 

saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

2) Keuntungan Murabahah Tangguhan 

Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset 

dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang 

(contra account) piutang murabahah. Piutang murabahah belum jatuh 
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tempo terdiri atas piutang murabahah lancer. Adapun piutang murabahah 

jatuh tempo terdiri atas piutang murabahah dalam perlakuan khusus, 

piutang murabahah kurang lancar, piutang murabahah diragukan, dan 

piutang murabahah macet. 

3) Aset Murabahah 

Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian, 

dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah 

(koperasi syariah) melakukan penyerahan aset murabahah kepada 

pembeli, maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank (Koperasi) 

mendebit dan mengkredit rekening aset murabahah secara bersamaan 

dengan jumlah yang sama. 

4) Keuntungan Murabahah 

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan 

nama rekening keuntungan murabahah. Rekening keuntungan murabahah 

merupakan gabungan total saldo murabahah akrual dan total saldo 

murabahah kas. Bank syariah pada umumnya menyampaikan laporan bagi 

hasil tahunan maupun secara bulanan kepada nasabah. 

 

iii. Pengungkapan 

Berdasarkan PSAK No. 102, bank syariah sebagai penjual harus 

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi 

tidak terbatas pada: 
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1)  Harga perolehan aset murabahah. 

2) Janji pemesanan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban 

atau bukan. 

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

 

2.1.6. Landasan Hukum Islam Tentang Murabahah. 

Berikut ini adalah dalil-dalil umum dari Al-quran dan Al- Hadis mengenai 

akad murabahah: 

1) Al-Qur’an 

a) QS An-Nisa (4) : 29 

ْٕا  يَب َٔنَب تَقْتُهُ ُْكُىْ   ٍْ تَشَآضٍ يِ ٌَ تِجَشَحً عَ ْٕ ٌْ تَكُ َُكُىْ ثِب اْنَجطِمِ إِنَآ اَ َٕانَكُىْ ثَيْ ْٕا اَيْ ْٕا لَ تآاكُهُ ُُ ٍَ ءَا يَ َٓب اَنِزيْ اَ يُّ

ًًبْ  ٌَ ثِكُىْ سَحِيْ ٌَ الَله كَب َْفُسَكُىْ  اِ  اَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

b) QS Al-Baqarah (2) :  275 

 

ًَسِّ  ٍُ يٍِ انْ ُّ انشَّيْطَ ْٕوُ انَزِ٘ يَتَخَجَطُ ًَب يَقُ ٌَ إِنَب كَ ْٕ ْٕيُ ٌَ انشِّثَٕآ نَب يَقُ ْٕ ٍَ يَؤْ كُهُ اَنَزِ يْ

ْٕا  َٔحَشَوَ انشِثَ َٔ اَحَمَ الُله انْجَيْعَ  ًَب انْجَيْعَ يِثْمُ انشِثَٕاْ  قهٗ   ََ ْٕا اِ ُٓىْ قَبنُ ََ ج  رَا نِكَ ثِؤَ 

 ِّ ٍْ سَثِ ْٕعِظَخٌ يِ ِِ يَ ٍْ جَآءَ  ًَ ُِ اِنَٗ انهِّ ,  ج  فَ َٔ أَيْشُ ُّ يَب سَهَفَ  َٓٗ فَهَ َْتَ ٍْ , فَب  َٔيَ

َُبسِ  ٌَ                                          , عَبدَ فَؤُٔ نَئِكَ اَصْحَتُ ان ْٔ َٓب خَبنِذُ ُْىْ فِيْ
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”. 

c) QS Al-Baqarah (2) : 280 

  ٌَْ ْٕ ًُ ُْتُىْ تَعْهَ ٌْ كُ ْٕآ خَيْشٌ نَكُىْ  صهٗ إِ ٌْ تَصَذَ قُ َٔ أ َٗ يَيْسَشَحٍ  ج   َُظِشَحٌ إِن ْٔ عُسْشَحٍ فَ ٌَ رُ ٌْ كَب َٔ اِ  

“Dan jika (orang yang terutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

 

d) QS Al- Ma’idah (5) : 1 

ْٕ دِ   ْٕا ثِب نْعُقُ ْٔ فُ ْٕا أَ ُُ ٍَ اَيَ َٓب ا نَزِيْ .........يَب أَ يُ          

“ Hai orang – orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu.... “ . 
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e) QS Al-Ma’idah (5) : 2 

   ,,,,,,, ٌَ ْٕا الَله إِ َٔاتَقُ  ٌِ َٔا َٔانْعُذْ  ْٕا عَهَٗ انْإِ ثْىِ  َُ َٔ َٔنَب تَعَب   َٖٕ َٔتَقْ ْٕا عَهَٗ انْجِشِ  َُ َٔ َٔ تَعَب 

 الله شَذِيْذُ انْعِقَبةِ

“ ..... Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.  

Dan bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksa-Nya “ .  

 

2) Al – Hadist 

Beberapa dalil dari Al-Hadis adalah sebagai berikut: 

a. Dari Abu Sa‟ id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-

Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban) 

b. Rasulullah saw. bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: 

jual beli secara tangguh, muqaradhah  (mudharabah) dan mencampur 

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk 

dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) 

c. “Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi akan menghapus 

keberkahannya”. (HR. Imam Bukhari) 

d. “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu 

bentuk kezaliman”. (Diriwayatkan oleh Ash-Shahihain) 

e. “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah 

akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa 

menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya”. (HR. Imam 

Muslim) 
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f. “Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan 

membeli serta di dalam menagih haknya”. (Diriwayatkan dari Sahabat 

Abu Hurairrah Radhiyallahu‟ anhu) 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

No. Tahun Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Keterangan 

1. 2010 Nelly 

Nurilmi 

Oktavia 

Penerapan 

PSAK 102 

Pada Perlakuan  

Akuntansi 

Pengakuan 

Pendapatan 

Untuk 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada Koperasi 

Syariah 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

bagaimana penerapan 

PSAK 102 untuk 

mengakui pendapatan 

yang didapatkan oleh 

koperasi syariah dari 

pembiayaan murabahah, 

dan hasilnya Pengakuan 

pendapatan yang 

dilakukan oleh Koperasi 

SP Syari’ah Ben Iman 

Lamongan ini, sudah 
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sesuai dengan 

ketentuan PSAK No. 101 

dan 102. Baik dari metode 

yang dipakai untuk 

mengakui keuntungan dan 

untuk pelaporan 

keuanganya. Namun 

perbedaan pada koperasi 

ini terletak pada 

pembiayaan 

murabahahnya karena 

yang dibiayakan berupa 

uang atau berupa 

peminjaman kredit 

2. 2011 Ita Yuliana 

Setia 

Ningsih 

Perlakuan 

Akuntansi 

Murabahah 

Berdasarkan 

PSAK 102 

Pada BMT Al 

– Fath 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mngetahui 

perlakuan akuntansi 

murabahah berdasarkan 

psak 102 pada BMT Al – 

Fath dan hasilnya, baik 

Pengakuan, Penyajian, 

Perlakuan serta 

Pengungkapannya telah 
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sesuai dengan PSAK 102, 

tetapi saat terjadi 

tunggakan tidak ada 

perlakuan akuntansi yang 

diterapkan oleh BMT Al – 

Fath 

3. 2011 Kurneawati Analisis 

Perlakuan 

Akuntansi 

Piutang 

Murabahah 

pada PT. Bank 

Rakyat 

Indonesia KCI 

Gubeng 

Surabaya 

Penelitian ini berfokus 

tentang perlakuan 

akuntansi tentang 

murabahah yang 

diterapkan di PT. Bank 

Rakyat Indonesia KCI 

Gubeng Surabaya, 

bagaimana sistem  

pembiayaan, keunggulan – 

keunggulan, serta 

perlakuan akuntansinnya  

yang ada disana. Dan 

hasilnya perlakuan 

akuntansi tentang 

murabahah sudah hampir 

sesuai dengan PSAK 102 

hanya beberapa hal saja 
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yang belum sama 

pencatatannya. 

4. 2011 Nabila Perlakuan 

Akuntansi 

Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada Bank 

Syariah 

Berdasarkan 

PSAK  No. 

102 Tentang 

Akuntansi 

Murabahah 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

BRI Syariah 

Sidoarjo) 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan 

perlakuan akuntansi yang 

diterapkan oleh Bank BRI 

Syariah Sidoarjo apakah 

sudah sesuai dengan 

perlakuan akuntansi yang 

telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam PSAK 

No. 102 tentang 

pembiayaan murabahah, 

atau belum, dan hasilnya 

sudah hampir semua poin- 

poin dari PSAK 102 

diterapkan oleh Bank BRI 

Syariah Sidoarjo dalam 

perlakuan akuntansinya. 

5.  2012 Rinda 

Wijayanti 

Pelaksanaan 

Pembiayaan 

Murabahah di 

BMT ARTHA 

Penelitian bertujuan untuk 

mendapatkan informasi 

bagaimana sistem 

pelaksanaan pembiayaan 
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BAROKAH 

Imogiri 

murabahah yang 

diterapkan oleh BMT 

ARTHA BAROKAH 

Imogiri, bagaimana  

metode akuntansi yang 

digunakan, syarat – syarat 

apa yang harus dipenuhi 

guna bisa melakukan 

transaksi dengan akad 

murabahah di BMT ini. 

6.  2013 Melina 

Ernomo 

Analisis 

Metode 

Pengakuan 

Keuntungan 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada PT. Bank 

Syariah 

Mandiri 

Penelitian ini bertjuan 

untuk menganalisis 

metode pengakuan 

keuntungan atau marjin 

yang didapatkan oleh 

Bank Syariah pada 

pembiayaan murabahah 

yang diterapkan oleh PT. 

Bank Syariah Mandiri, 

penelitian ini lebih 

mengutamakan tentang 

perhitungan – perhitungan 

terhadap marjin saja, 

sedangkan yang lainnya 

tidak diteliti secara 

mendalam. 
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2.3. Kerangka Konseptual 

Untuk menyelesaikan masalah yang tertuang dalam skripsi ini, penulis 

akan menguraikan alur berfikir yang digunakan penulis untuk penyusunan 

skripsi ini dalam kerangka konseptual yang telah dibuat, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  

 Kerangka Konseptual 

 

PSAK 102 tentang akad murabahah mengatur pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 

102 merupakan pedoman standar dalam akad murabahah, yang 

menggantikan PSAK 59. Penulis ingin mengetahui bagaimana KJKS BMT 

MANDIRI SEJAHTERA menerapkan metode perlakuan akuntansi pada 

sistem pembiayaan murabahah yang ada. 

 

 

 

KJKS BMT MANDIRI 

SEJAHTERA 

Penyaluran Dana 

Sistem Pembiayaan Murabahah 
Perlakuan Akuntansi 

Murabahah 

Penerapan PSAK 102 Tentang akad 

Murabahah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  dan Gambaran Populasi 

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif. Denurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad 

Tanzeh, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informan dan 

perilaku yang dapat diamati (Ahmad Tanzeh :  30  ) 

Dalam penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. 

Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 

suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat 

(Suharsimi Arikunto : 14).  Secara umum studi kasus memberikan akses atau 

peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, 

intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang menjadi obyek penelitian  

(Burhan Bungin : 20) 

 

3.2. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel 

3.2.1. Populasi 
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Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, 

obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau 

menjadikannya objek penelitian (Kuncoro, 2003 : 103 ) .  

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah 

lembaga keuangan mikro syariah yaitu KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA 

Cabang. Balongpanggang Gresik. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi 

penelitian (Kuncoro, 2003 : 107 ) . Yang menjadi Sampel dalam penelitian ini 

adalah produk Pembiayaan Murabahah yang merupakan produk layanan jasa 

jual beli berbasis syariah  dari KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA Cabang. 

Balongpanggang Gresik, apakah perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.  102 yang mengatur 

tentang akad Murabahah. 

 

3.3. Identifikasi Variabel 

Yang dimaksud dengan variabel adalah konsep yang mempunyai 

variasi nilai. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu : 

1. Variabel Bebas  : Perlakuan akuntansi pada BMT Mandiri Sejahtera 

2. Variabel Terikat  : PSAK No. 102 tentang Murabahah 
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3.4.  Definisi Operasional Variabel 

Yang dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah suatu 

pernyataan yang dapat mengartikan atau memberikan makna untuk suatu 

istilsh atau konsep tertentu, sehingga tidak salah dimengerti, dapat di uji 

dan di tentukan atau dinyatakan kebenarannya oleh orang lain. 

Definisi operasional variabel sebagaimana dikemukakan dalam 

penelitian. Definisi operasional variabel mungkin memberikan suatu 

tatacara atau petunjuk yang dapat secara langsung diukur dalam dunia nyata 

atau dunia empiris, dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti 

antara lain, berdefinisi : 

 

3.4.1. PSAK No. 102 tentang Pembiayaan Murabahah 

 Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah serta 

koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual 

maupun pembeli. Pernyataan Satandart Akuntansi Keuangan ini hanya 

mencakup perlakuan akuntansi yang diterpakan untuk pembiayaan dengan 

akad murabahah saja, PSAK 102 ini disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 

kemudian disempurnakan lagi dengan nama Exposure Draft (ED) PSAK 

102 pada tanggal 30 September 2013. 

 

3.4.2. Pembiayaan  dengan akad Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 
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No. 102). Murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli amanah yang 

dikenal dalam syariat islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak 

terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan di beli, 

kemudian mengambil keuntungan secara keseluruhan. 

 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang 

berhubungan dengan pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya (bab II). Pada penelitian ini 

menitikberatkan tentang implementasi pembiayaan murabahah yang telah 

diterapkan dalam KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang. Balongpanggang 

yang kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik pernyataan standar 

akuntansi keuangan no. 102 tentang pembiayaan murabahah. Untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis 

akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini penulis 

akan mengumpulkan data dengan meninjau langsung ketempat objek 

penelitian, Adapun cara yang dilakukan yaitu : 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju 
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atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

sebagai pemberi jawaban atas itu (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 

127 ). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama (Saeful, 2009:6). Wawancara yang diterapkan 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan 

terbuka dengan kepala cabang KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Balongpanggang serta semua staff yang ada disana guna 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai bahan penelitian. 

b. Studi Literatur 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku 

atau data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diambil, 

seperti tentang koperasi syariah, produk-produk koperasi syariah 

khususnya pembiayaan murabahah serta PSAK No. 102 yang 

berhubungan dengan perlakuan akuntansi murabahah. 
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c. Studi Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan 

pada dokumen-dokumen tentang perlakuan akuntansi 

murabahah yang terdapat pada KJKS BMT MANDIRI 

SEJAHTERA Cabang Balongpanggang dan laporan-laporan 

yang terkait dengan masalah (objek) penelitian. 

 

3.5.2. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono dan Abdul (2008:1), 

peneliti adalah key instrument atau alat peneliti utama. Dalam penelitian 

kualitatif ini yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu 

sendiri. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen yang memiliki pemahaman yang baik dalam metodologi 

penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun 

logistiknya. Hal ini dilakukan agar instrumen mampu menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan yang tepat sebagai sumber informasi data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan atas data-data temuannya. 

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menjadi 

pihak yang terjun langsung ke lapangan serta harus berinteraksi dengan 

orang-orang yang berkaitan langsung dengan tujuan dari penelitian ini, 

khususnya staff KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang 
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kemudian pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan 

catatan lapangan berupa catatan tertulis atau bisa juga menggunakan alat 

perekam sebagai media pembantu. 

Dari sumber-sumber data terkait yang telah diuraikan pada sumber 

data penelitian, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang 

valid mengenai perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah yang 

ada di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 atau belum. 

Selanjutnya data-data yang diperoleh dari sumber data terkait,  

dikumpulkan guna diolah supaya bisa menjadi bahan-bahan yang 

bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. 

 

3.6.  Teknik Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai 

validitas, maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Kehadiran  

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Di sini peneliti tidak 

hanya sekali atau dua kali datang ke lokasi dimana obyek penelitian ada, 

akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan 

informasi, dan data yang terkait dengan objek penelitian yang diambil 

peneliti, yaitu perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah dan 
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kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 

pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang. Balongpanggang 

2. Triangulasi  

Adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Lexy J. Meleong :  330).  Peneliti berusaha 

mengkaji data melalui beberapa sumber dan metode, serta peneliti 

mengadakan pengecekan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

Para ahli yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini antara lain: semua 

karyawan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang. Balongpanggang dan 

pembimbing peneliti dalam karya ilmiah ini. Peneliti menerapkan 

triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara dan juga dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan 

penerapan pembiayaan murabahah dan perlakuan PSAK no. 102 dalam 

pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang. 

Balongpanggang. 

 

3.7.  Teknik Analisis Data 

Sejumlah data tidak beraturan yang telah diperoleh oleh peneliti, 

selanjutnya dapat diolah menajdi kumpulan data yang tersusun rapi. Proses 

yang bermula dari pengumpulan data kemudian pengolahan data inilah 

yang disebut sebagai penelitian induktif (Sundusiah, 2010:6). Menurut 

Mc. Millan dan Schumacher dalam Sundusiah (2010:6), Inductive analysis 
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means that categories and patterns emerge from the data rather than 

being imposed on data prior to data collection”. Artinya, dalam penelitian 

induktif, data kategori yang diperoleh ditemukan setelah dilakukan 

pengumpulan data terlebih dahulu. 

Analisa adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Tafsiran 

atau interpretasi artinyamemberikan makna pada analisis, menjelaskan 

pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Nana 

Sudjana : dabn5). Sifat analisis dalam penelitian ini adalah dengan 

menguraikan apa adanya tentang fenomena yang terjadi (deskriptif) 

disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung di balik yang nampak 

(interpretif) (Andi Mappiare AT : 80).    

Analisis data kualitatif sendiri merupakan proses penelitian yang 

sitematis, yang dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, 

pengkategorian data, pembandingan data, serta penyatuan dan penafsiran 

data. Adapun Aktivitas dan tahapan dalam analisis data yang peneliti 

lakukan adalah sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Gambar 3.1. 

      Tahapan Penelitian  

Pembiayaan Murabahah 

Sistem Pembiayaan Murabahah Perlakuan Akuntansi  

Penerapan PSAK 102 tentang Murabahah 
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Tahap atau prosedur penelitian dilakukan berdasarkan pada 

prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun 

tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut penjabarannya 

meliputi :  

1. Pembiayaan Murabahah 

Disini peneliti mencari data sebanyak dan selengkap mungkin 

melalui berbagai sumber yang ada seperti : buku, internet ataupun sumber 

lain untuk mengetahui tentang jasa pembiayaan dengan menggunakan 

akad Murabahah (jual – beli) terutama yang dijalankan oleh koperasi 

syari’ah guna mengetahui apa saja yang bisa dilakukuan peneliti untuk 

menggali informasi lebih lanjut tentang isi penelitian yang dilakukan. 

Tahapan ini lebih mengarah ke pemahaman materi serta pencarian adata-

data pendukung dalam penelitian. 

2. Sistem Pembiayaan Murabahah 

Peneliti mencari informasi tentang sistem pembiayaan akad 

murabahahah yang digunakan oleh koperasi syariah yang diteliti yaitub 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang untuk mengetahui 

apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin 

menggunakan jasa ini, serta bagaimana prosedur pelaksanaan guna 

terpenuhinya akad pembiayaan murabahah yang dilakukan, Tahapan 

kedua ini mengarah pada syarat-syarat pengajuan pembiayaan 

menggunakan akad Murabahah. 
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3. Perlakuan Akuntansi 

Tahapan ini sebagai proses bagaimana peneliti mencari data 

terntang perlakuan akuntansi yang digunakan oleh objek penelitian yaitu 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang khususnya 

tentang akad pembiayaan murabahah, peneliti menggali informasi melalui 

jurnal-jurnal , laporan keuangan serta data-data pemasukan dan 

pengeluaran KJKS BMT Mandiri Sejahtera untuk mempelajari perlakuan 

akuntansinya. 

4. Penerapan PSAK 102 Tentang Akad Murabahah 

Setelah mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang, peneliti 

kemudian mencocokkan serta membandingkannya dengan aturan 

pemerintah tentang perlakuan akuntansi sistem pembiayaan murabahah 

yang telah di atur dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 102, tahapan ini bertujuan guna mengetahui apa saja perbedaan yang 

mungkin ada dalam perlakuan akuntansi KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang Balongpanggang dengan PSAK No. 102 melalui akun- akun yang 

terdapat dalam laporan keuangan koperasi serta biaya-biaya yang timbul 

dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksaan 

sistem akad pembiayaan murabahah. 

 

 

 



58 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

4.1. Gambaran umum KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

4.1.1.  Sejarah Singkat  

Koperasi BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ) Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri 

pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005  merupakan lembaga keuangan 

Syari’ah yang menggabungkan dua bidang  keuangan yaitu bidang Baitul Maal 

dan bidang Tamwil. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga 

non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan 

Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan 

PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- ( Hibah Depsos ) dan pada 

tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- ( Pendiri ) yang disalurkan 

kepada 10 KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) dan memiliki 38 Orang Anggota 

diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum dengan No. 

03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan akhirnya pada tgl 20 Oktober 

2011 berganti nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

(P2T/39/09.06/X/2011).  

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ( KJKS ) BMT Mandiri Sejahtera 

merupakan salah satu koperasi syariah yang berada diwilayah kabupaten gresik 

dan Lamongan, kantor pusatnya bertempat didaerah Jl. Raya Pasar Kliwon RT. 01 

RW. 01 Karangcangkring Dukun Gresik. Sedangkan KJKS BMT Mandiri 
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Sejahtrera Cabang. Balongpanggang sendiri merupakan salah satu Cabang dari 

KJKS BMT Mandiri  Sejahtera yang berada di kantor Karangcangkring Dukun 

Gresik, Kantor Cabang di daerah Balongpanggang ini didirikan pada tahun 2010 

selain Cabang yang berada di wilayah Balongpanggang masih terdapat 13 kantor 

cabang lain yang dimiliki oleh koperasi syariah ini antara lain : Cabang Dukun, 

Cabang Campurejo, Cabang Sekapuk, Cabang Sungelebak – Karanggeneng, 

Cabang Tanjung mekar – Kalitengah, Cabang Duduk Sampeyan, Cabang 

Moropelang – babat, Cabang Sembayat – Manyar, Cabang Sidoharjo, Cabang 

Benjeng, Cabang Kranji Paciran, Cabang Kedungpring Serta Kantor KAS 

Sumberwudi Lamongan.  

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Balongpanggang sendiri berada di Jl. Raya 

Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Telp (031) 3943453. 

Lokasi ini sangat strategis karena berada dalam lingkup masyarakat yang 

mayoritas muslim sehingga kebutuhan akan jasa jasa keuangan syariah secara 

otomatis lebih banyak, selain  itu KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Balongpanggang berada dekat dengan pusat jual – beli masyarakat umum (pasar), 

tidak hanya di daerah Balongpanggang saja, namun semua cabang dari koperasi 

syariah ini berlokasi di sekitar pasar desa, hal ini dipilih agar masyarakat lebih 

mudah dalam melakukan transaksi dengan koperasi, hal ini juga dilakukan karena 

untuk jasa tabungan atau Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) para 

pegawai akan secara langsung berkeliling pasar serta daerah – daerah sekitarnya 

untuk mengambil dan menerima titipan tabungan dari para nasabah, jadi nasabah 

ridak perlu repot mendatangi koperasi jika ingin menabung. KJKS BMT Mandiri 



60 
 

Sejahtera Cabang Balongpanggang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan bahwa lokasi ini terletak sangatlah strategis dan mudah dijangkau 

oleh kendaraan umum, dekat dengan kegiatan perekonomian masyarakat yaitu 

Pasar Desa Balongpanggang. 

 

4.1.2.  Visi Dan Misi Perusahaan 

o Visi 

Menjadi keuangan Mikro Syari’ah yang sehat, berkembang, dan 

terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar 

berkehidupan salam, penuh keselamatan,  kedamaian dan kesejahteraan. 

o Misi 

Mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai 

sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas 

masyarakat disekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang 

salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. 

 

4.1.3.  Struktur Organisasi 

Susunan Kepengurusan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Periode 

2012 – 2014 adalah sebagai berikut : 
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A. Susunan Kepengurusan 

PENGURUS 

 Ketua    :  Mahfud, S.Pd 

 Sekretaris    :  Sukirno 

 Bendahara   :  Matokan 

PENGAWAS 

 Koor. Pengawas Administrasi :  H. Sudirman, SH. MH. 

 Anggota    :  Suepto 

 Pengawas Syari’ah   :  Ust. Ah. Qusyairi Burhanuddin., S.Ag 

PENGELOLA 

 Manager          :  H. M. Ayubi Chozin 

 Kepala Bagian Pembiayaan       :  Sunjianto  

 

 Kepala Cabang 

 Kepala Cabang Dukun       :  Heri Suwoto 

 Kepala Cabang Campurejo       :  Sholichatul Mar’ah 

 Kepala Cabang Balongpanggang      :  Mega Dwi Lestari 

 Kepala Cabang Sekapuk       :  Iskan, SE 

 Kepala Cabang Sungelebak       :  Andik Afthoni 

 Kepala Cabang Tunjung Mekar      :  Abdul Rouf Haqiqi 

 Kepala Cabang Duduk Sampeyan      :  Moh. Syarif  H, S.Pd.O 

 Kepala Cabang Moropelang      :  Ahmad Muriyanto, SE 
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 Kepala Cabang Sembayat       :  Supriyanto 

 Kepala Cabang Sidoharo Lamongan    :  M. Syariful Azhar, SE., 

 Kepala Cabang Benjeng       :  Bisri Mustofa 

 Kepala Cabang Kranji       :  Azizir Rohim SE. Sy 

 Kepala Cabang Kedungpring      :  Muhammad Rokib, SH 

 

 Akuntan 

 Akuntan  Pusat        :  Khusnul Khotimah 

 Akuntan Pusat II        :  Kharirotul Adawiyah 

 Akuntan  Unit Dukun        :  Dwi Narti Agus Triana 

 Akuntan  Unit Campurejo        :  Husnul Khotimah 

 Akuntan Unit Balongpanggang      :  M.Khoirul Zuhad 

 Akuntan Unit Sekapuk       :  Anna Vina Ifana  

 Akuntan Cabang Sungelebak      :  Durotun Nafisa 

 Akuntan Cabang Tunjung Mekar      :  Anisa Purwati 

 Akuntan Cabang Duduk Sampeyan     :  Khusnatun Ni’mah, S.Pd 

 Akuntan Cabang Moropelang      :  Ilmiyatul Jannah 

 Akuntan Cabang Sembayat       :  Khusniyah, Amd 

 Akuntan Cabang Pasar Sidoharjo         :  Ainur Rizkiyah Amalia 

 Akuntan Cabang Benjeng       :   Makhmudah, S. Pd 

 Akuntan Cabang Kranji       :  Ah. Hasan Hasbullah  

 Akuntan Cabang Kedungpring      :  Eka Siska Ary Mutiara 
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 Marketing 

 Marketing Pusat        :  1. Ni’matus Sholikhah  

              2. Salam Dewi Fatonah 

              3. Yohana Anggraini,SE 

              4.  Mardhiyah, S. Pd 

              5. Muhammad Purnomo 

              6. Mukarrom 

 Marketing Dukun         :  1. Gus Khafif Mubasyir 

             2. Mu’arofah 

             3. Yulli Dwi ST, Sp  

 Marketing Campurejo       : 1. Ani Rosid F, S.Kom 

             2. Geny Febrianti  

 Marketing Balongpanggang      : 1. Surya Hadi Amin 

       2. Maisyatun Ni’mah 

 Marketing Sekapuk        : 1. Zailatul Lailiyah, S.Pd 

             2. Nurul Hidayati 

 MarketingSungelebak       : Siswo Sasminto  

 Marketing Tunjung Mekar       : Nazilatul Fatikhah 

 Marketing Duduk Sampeyan      : Izzatul Khusniya,S. Kom 

 Marketing Moropelang       : M. Syarif  Hidayatullah 
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 Marketing Kantor Kas       : Nur Aisyah, SE 

 Marketing Sembayat       : Laily Rahmah 

 Marketing Pasar Sidoharjo       : Vivi Diah Saputri  

 Marketing  Benjeng        : - 

 Marketing Kranji        : Cahya Rinawati 

 Marketing Kedungpring       :  Ana Laila Sulfiyah 

 

 Kasir 

 Kasir Pusat         :  Ressy Febriana 

 Kasir Unit Dukun        :  Prapti Dwi Rahayu, SE  

 Kasir Unit Campurejo       : Mahbubatur Rohmah, 

 Kasir Balongpanggang       :  Henny Fauziyah 

 Kasir Sekapuk        :  Hartatik 

 Kasir Sungelebak        :  Arif Budiman 

 Kasir Tunjung Mekar       :  Aini Nur Arifah,S.Pd 

 Kasir Duduk Sampeyan       : Taufiqotul Mahmudin 

 Kasir Moropelang        :  Nur Mahmuda` 

 Kasir Kantor Kas        :  Elistya Nur O, S. Kom 

 Kasir Sembayat        :  Shahidatul Maulidah 

 Kasir Pasar Sidoharjo       :  Siti Nur Sholichah 

 Kasir Benjeng                  :  Erviana 

 Kasir Kranji         :  Nur Hidayati 

 Kasir Kedungpring        :  Nur Sholihah 
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B. Gambar Struktur Kepengurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KJKS BMT Mandiri Sejahtera 
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4.1.4 Produk Dan Jasa 

 

A. Simpanan 

a. SIMASTER ( Simpanan masyrakat Sejahtera ), simpanan dalam 

bentuk tabungan ini bisa disetorkan langsung ke koperasi atau 

disetorkan saat pegawai koperasi berkeliling guna melayani jasa 

simpanan bagi nasabah yang tidak bisa datang langsung ke koperasi.  

b. Simpanan Haji & Umroh, ( tersedia dana talangan untuk ibadah haji 

sampai Rp. 22.500.000 ) .  

c. Simpanan Qurban.  

 Ketentuan bagi mitra penyimpanan 

1). Simpanan menggunakan akad Wadi’ah Yadh Dhomanah ( BMT 

bebas menggunakan dana secara profesional dan sesuai sesuai syari’ah 

) Insya Allah akan mendapat bonus sesuai ketentuan managemen 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera. 

2).  Penarikan yang di wakilkan harus menggunakan surat kuasa. 

3). Jika ada selisih saldo maka yang digunakan adalah yang tercatat di 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera dengan bukti – bukti yang ada.  

4). Biaya Ganti Buku, penutupan rekening dan atau lainnya mengikuti 

kebijaksanaan managemen KJKS BMT Mandiri Sejahtera. 

5). Foto Copy KTP / SIM / dan atau tanda pengenal lainnya. 

6). Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan khusus simpanan haji & 

umroh minimal Rp. 100.000,- . 
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B. Pembiayaan 

a. Murobahah ( Jual – Beli ) 

b. Musyarokah ( Bagi Hasil ) 

c. Mudhorobah ( Bagi Hasil ) 

d. Rohn ( Gadai ) 

e. Ijaroh ( Jasa ) 

 

 Persyaratan Pembiayaan 

1)  Jujur 

2) Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain 

3) Siap di survey 

4) Foto Copy KTP suami dan isteri 2 lembar 

5) Foto Copy Kartu Keluarga ( KK ) 1 lembar 

6) Foto Copy BPKB ( barang jaminan ) 1 lembar 

7) Foto Copy STNK / pajak terbaru 1 lembar 

 

 Jasa Lain 

 Transfer 

 Penukaran Ringgit 

 Perpanjangan STNK 

 Pembayaran online rekening listrik 
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4.2. Analisis dan Penyajian Data 

4.2.1. Sistem Pembiayaan Murabahah  

Dari penelitian yang dilakukan peneliti pada KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera Cabang Balongpanggang, sistem pembiayaan murabahah yang 

diterapkan adalah sistem pembiayaan yang pembayaranya dilakukan secara 

tangguh dengan jangka waktu yang relatif pendek. Sistem pembiayaan murabahah 

disini bisa digunakan pihak pembeli untuk meminta pembelian barang apapun 

selagi barang itu halal sesuai ketentuan agama dan syariah, akan tetapi jasa 

pembiayaan jual – beli dengan akad murabahah pada KJKS BMT Mandiri 

Sejahtera cabang Balongpanggang sendiri membatasi pada aset yang dimiliki oleh 

kantor cabang, Sampai tahun 2014 ini aset yang dimiliki oleh KJKS BMT 

Mandiri sejahtera cabang Balongpanggang bisa untuk melaksanakan pembiayaan 

dengan akad murabahah sampai dengan Rp. 16.500.000,- namun bila nasabah atau 

pembeli berkeinginan untuk mengajukan lebih dari yang bisa di berikan oleh 

kantor cabang KJKS BMT Mandiri Sejahtera yang berada di Balongpanggang 

maka nasabah atau pembeli bisa meminta agar permohonannya di ajukan ke 

kantor pusat, tentunya dengan batasan tersendiri yang dimiliki oleh kantor pusat. 

Untuk pemabayaran angsuran dalam pembiayaan akad murabahah 

tangguhan KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang memberikan 2 

(dua) opsi pilihan, antara lain : 

1). Pembayaran angsuran  perbulan selama 1 tahun dengan margin 

keuntungan 20% bagi KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang 

Balongpanggang. 
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2). Pembayaran untuk musiman atau 4 bulan dengan nargin keuntungan 

2,25% per bulan. 

 

4.2.2.  Perlakuan dan Perbandingan 

Perbandingan pencatatan akuntansi PSAK No. 102 dengan akuntansi 

murabahah yang di akui dan diterapkan pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

Cabang. Balongpanggang. 

1)    Pada  saat  perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan. Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, yakni 

sebagai berikut: (menurut PSAK No. 102) 

Nama Akun Debit Kredit 

Aset Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

 

 Dalam pencatatatan KJKS Mandiri Sejahtera Cabang 

Balongpanggang sendiri pengakuan dari “Aset murabahah” adalah 

“Pembiayaan Murabahah”, jadi jurnalnya adalah : 

Nama Akun Debit Kredit 

Pembiayaan Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

 

2)   Pengukuran persediaan murabahah setelah perolehan terbagi dua, yaitu 

aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat dan 
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pesanan tidak mengikat. Adapun pengukuran untuk aktiva tersedia untuk 

dijual dalam murabahah pesanan mengikat adalah sebagai berikut: 

(a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan 

(b) Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi 

lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi 

nilai aset. Dalam hal terjadi penurunan nilai, maka akan dicatat yakni 

sebagai berikut: 

 Nama Akun Debit Kredit 

Beban penurunan nilai Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

 

 Dalam jurnal pencatatan akuntansi KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

cabang Balongpanggang “Persediaan Murabahah” diakui dan 

dicatat sebagai “Pembayaran Murabahah” sedangkan “Beban 

Penurunan Nilai” diakui sebagai “Beban Lain-Lain” . Jurnalnya 

adalah : 

Nama Akun Debit Kredit 

Beban lain - lain Rp  xx  

     Pembiayaan murabahah  Rp  xx 

 

Kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban 

lain-lain dan persediaan murabahah akan berkurang sebesar nilai kerugian 
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tersebut. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah 

pesanan tidak mengikat maka pengukurannya adalah sebagai berikut :  

(a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan 

(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya 

perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 

Dalam hal ini entitas akan mencatat pengakuan kerugian, yakni sebagai 

berikut: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kerugian  Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

 

 Dalam KJKS BMT Mandiri sejahtera Cabang Balongpanggang 

tidak menyediakan jasa jual – beli dengan akad Murabahah tanpa 

pesanan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian. 

3)   Diskon atau potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai: 

e. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum 

akad murabahah. 

Nama Akun Debit Kredit 

Aset Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 
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f.  kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah 

dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Utang  Rp  xx 

 

g. tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 

murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 

 

h.  pendapatan operasi lain, jika setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad. 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Pendapatan Operasional lain  Rp  xx 

 

 Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang 

diakui dan dicatat seperti dalam poin “c” , karena semua diskon 

dari pemasok akan secara otomatis menjadi penambah margin 

(keuntungan) dari jasa akad Murabahah yang dilakukan oleh 

Koperasi. Jurnalnya : 
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Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Margin Pembiayaan Murabahah  Rp  xx 

 

4)   Pada   saat  akad  murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir 

periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih 

yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang. 

Pada waktu akad, lembaga keuangan syariah akan mencatat sebagai berikut: 

Nama Akun Debit Kredit 

Beban Piutang tak tertagih Rp  xx  

     Penyisihan piutang tak tertagih  Rp  xx 

 

 Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang “ 

Beban Piutang tak tertagih” untuk semua pembiayaan dimasukkan 

dalam beban lain – lain akan tetapi untuk kolom kredit tetap 

menggunakan akun “ Penyisihan Piutang tak tertagih” , jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Beban lain - lain Rp  xx  

     Penyisihan piutang tak tertagih  Rp  xx 
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5)     Keuntungan murabahah diakui: 

(a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau 

secara tangguh yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan dapat 

langsung diakui, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Piutang Murabahah Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan  Rp  xx 

 

 Karena dalam KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpangganng 

tidak ada akun “Aset Murabahah” ataupun “Piutang Murabahah” 

melainkan hanya akun “Pembiayaan Murabahah” maka jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Pembiayaan Murabahah  Rp  xx 

     Marjin Murabahah  Rp  xx 

 

Namun bila lebih dari satu periode maka : 

(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat 

apabila risiko penagihannya kecil, atau pada saat penjualan kredit       

jurnalnya : 
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Nama Akun Debit Kredit 

Piutang Murabahah Rp  xx  

     Aset Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan Tangguhan  Rp  xx 

 

 Jurnal yang dibuat oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera 

cabang Balongpanggang adalah : 

Nama Akun Debit Kredit 

Pembiayaan Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

     Margin murabahah  Rp  xx 

 

(2). Diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih 

dari piutang murabahah, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

Keuntungan Tangguhan Rp  xx  

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 

 

 Saat pembayaran angsuran pencatatannya oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang adalah : 
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Nama Akun Debit Kredit 

Angsuran Pokok pembiayaan Murabahah Rp  xx  

Margin murabahah Tangguhan Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

     Margin Murabahah  Rp  xx 

 

(3). Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, 

dicatat sama dengan cara yang sama dengan poin (2) hanya saja jurnal 

pengakuan keuntungan saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh 

piutang telah selesai ditagih. 

 

6)   Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang 

melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati 

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, dengan ketentuan sebagai 

berikut :  

(a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka 

diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnal yang harus 

dibuat yakni: 

(i) Jika potongan pelunasan diberikan saat pelunasan, jurnalnya: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Keuntungan ditangguhkan Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 
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     Keuntungan Murabahah (net 

setelah dikurangi potongan pelunasan) 

 Rp  xx 

 

(ii) Jika potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan (penjual 

menerima pelunasan dan membayarkan potongan pada 

pembeli, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Keuntungan Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

 

 Potongan Pelunasan pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang 

Balongpanggang diberikan setelah  pelunasan dilakukan , bukan 

saat pelunasaan, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Margin Murabahah Rp  xx  

     Kas  Rp  xx 

 

(b)  Disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka 

diakui sebagai beban. Untuk potongan pelunasan dini, entitas akan 

mencatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Keuntungan ditangguhkan Rp  xx  
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Beban Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

     Keuntungan Murabahah  Rp  xx 

 

 Jika Keuntungan berkurang dikarenakan adanya penurunan 

kemampuan pembayaran oleh pembeli, maka jurnal yang dibuat 

oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang 

adalah : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas Rp  xx  

Margin murabahah Tangguhan Rp  xx  

Beban lain – lain Rp  xx  

     Pembiayaan Murabahah  Rp  xx 

     Margin  Murabahah  Rp  xx 

 

7)   Denda   dikenakan  apabila  pembeli  lalai  dalam melakukan kewajibannya 

sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan (qardhul hasan). Jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Dana Kebajikan – Kas Rp  xx  

Dana Kebajikan – Pendapatan 

Denda 

 Rp  xx 

 



79 
 

 Tidak ada denda yang diatur dan diberikan oleh KJKS BMT 

Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang karena kelalaian atau 

keterlambatan pembeli atau nasabah dalam membayar 

kewajibannya. 

8) Uang muka (urbun) . Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah 

sebagai berikut : 

a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah 

yang diterima. 

(b) jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui 

sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) 

(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka 

dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Atas uang muka 

tersebut di atas, penjual akan membuat pencatatan, yakni: 

f. Pada saat menerima uang muka, jurnal yang dibuat: 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas / Rekening pembeli Rp  xx  

     Utang lain – Uang muka 

Murabahah 

 Rp  xx 

 

 Jurnal yang dibuat oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang 

Balongpanggang dalam hal ini sama dengan PSAK 102 yang 

berlaku. 
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      (b) Pada saat barang dibeli oleh pembeli, jurnal yang dibuat: 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang Lain – Uang muka Murabahah Rp  xx  

     Piutang Murabahah  Rp  xx 

 

 Jurnal yang dibuat oleh KJKS BMT Mandiri Sejahtera hampir 

sama dengan PSAK 102 bedanya terletak di akun kredit, jurnalnya 

adalah : 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang Lain – Uang muka Murabahah Rp  xx  

     Pembiayaan Murabahah  Rp  xx 

 

(c) Jika pembeli batal membeli barang maka penjual akan mencatat 

pengembalian uang muka setelah dipotong biaya administrasi dan uang 

muka penjual lebih besar dari kerugian penjual,  jurnal yang dibuat: 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang Lain – Uang Muka Murabaah Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

     Kas / Utang  Rp  xx 

 

(d)  Jika pembeli batal membeli barang dan uang muka yang di bayarkan 

oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan oleh 
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penjual, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan 

kekurangannya, jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Kas / Piutang Rp  xx  

Utang Lain – Uang muka Murabahah Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

 

(e)  Jika pembeli batal membeli barang , dan lembaga keuangan yang 

menanggung barang atau uang muka sama dengan beban yang 

dikeluarkan, maka jurnalnya : 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang lain – Uang Muka Murabahah Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 

 

 Untuk kerugian karena batalnya akad murabahah antara pembeli 

atau nasabah dengan KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang 

Balongpanggang, maka jurnal pencatatanya atau perlakuan 

akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 102 dan ED PSAK 102 

yaitu : 

Nama Akun Debit Kredit 

Utang lain – Uang Muka Murabahah Rp  xx  

     Pendapatan Operasional  Rp  xx 
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Uang muka murabahah diakui sebagai bagian dari kewajiban atau utang di 

neraca, apabila sudah terjadi akad murabahah maka utang tersebut akan 

menjadi nol dan piutang murabahah akan dikurangi sebesar uang muka 

tersebut. 

 

4.3. Interpretasi 

 KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang menggunakan 

perlakuan akuntansi atas arahan kantor pusat, dimana data disetorkan 1 minggu 

sekali supaya pengolahannya lebih mudah, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Balongpanggang sendiri hanya melakukan transaksi murabahah berdasarkan 

pesanan nasabah dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, 

dengan batasan pembiayaan sebesar Rp. 16.500.000,- , besaran jumlah 

pembiayaan yang bisa diberikan tergantung pada aset yang dimiliki oleh masing – 

masing cabang yang bersangkutan. Pembiayaan murabahah yang dilakukan 

bersifat angsuran dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dengan margin 

keuntungan 20% pertahun, atau bisa diangsur selama 4 bulan (musiman) dengan 

margin keuntungan 2,25% perbulan. 

 Dalam perlakuan akuntansinya KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Balongpanggang mencatat akun Aset Murabahah dengan nama Pembiayaan 

Murabahah, Beban – beban yang ada dicatat dalam beban lain-lain, Keuntungan 

murabahah serta keuntungan tangguhan diakui sebagai margin murabahah serta 

margin murabahah tangguhan. Diskon yang ada secara otomatis menjadi hak 
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BMT dan hal ini disebutkan dalam akad, tidak ada denda yang diberlakukan bagi 

keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. 

 Secara umum banyak hal – hal yang ada pada PSAK No. 102 yang belum 

diterapkan dalam perlakuan akuntansi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang 

Balongpanggang, pencatatan akuntansi yang digunakan masih bersifat umum 

seperti pencatatan akuntansi konvensional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dengan adanya PSAK (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan ) 

No. 102 tahun 2007 serta ED (Exposure Draft) PSAK No. 102 tahun 2013 

yang dibuat pemerintah untuk mengatur transaksi murabahah yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah menjadikan akuntansi 

atas pembiayaan ini tidak rancu di setiap laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh lembaga keuangan serta koperasi syariah yang melakukan transaksi 

pembiayaan dengan akad murabahah. 

KJKS BMT Mandiri Sejahtera cabang Balongpanggang sendiri belum 

sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 

102 tentang akad murabahah, masih banyak akun – akun yang digabungkan 

dalam pencatatannya , misalkan “Aset Murabahah” dan “Piutang 

Murabahah” yang tercatat dalam PSAK No. 102 perlakuan akuntansinya 

disamakan dengan “Pembiayaan Murabahah” . Setiap transaksi tentang 

murabahah yang ada kemudian dicatat dengan akun “Pembiayaan 

murabahah”. 

Selain itu beberapa akun lain hampir sama perlakuannya dengan 

perlakuan akuntansi tentang murabahah yang telah ditetapkan dalam PSAK 

No. 102 , Namun perlakuan akuntansi murabahah KJKS BMT Mandiri 
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Sejahtera cabang Balongpanggang sendiri masih kurang merealisasikan 

ketentuan tentang perlakuan serta pencatatan akuntansi Murabahah yang 

telah diatur PSAK. 

 

5.2. Saran 

 Karena telah ada aturan pemerintah yang mengatur tentang perlakuan 

akuntansi pembiayaan murabahah bagi lembaga keuangan syariah serta 

koperasi syariah yang tercantum dalam Pernyataan Standart Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 102 tahun 2007 serta ED PSAK No. 102 tahun 2013, 

sudah semestinya lembaga keuangan syariah serta koperasi syariah 

menerapkannya dalam perlakuan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan 

keuangan. 

Sebaiknya diadakan seminar – seminar akuntansi yang berhubungan 

dengan akuntansi syariah yang bisa diterapkan oleh koperasi – koperasi 

syariah yang banyak berdiri saat ini, seminar itu bisa di ikuti oleh wakil – 

wakil dari koperasi syariah untuk kemudian diterapkan dalam pekerjaannya. 
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AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

    Kas 1.736.981.800     Simpanan Masyarakat Sejahtera 19.911.129.524             

    Bank 11.391.517.316     Simpanan Qurban 29.536.845                     

    Pembiayaan Murobahah 15.463.511.353     Simpanan Haji Mabrur (SIMPAHAM) 3.102.319.363                

    Pembiayaan Al Qordh 1.289.744.904     Simaster Utama Khusus 1.986.557.822                

    Pembiayaan Rohn 2.627.958.051     Simaster Utama 6.092.042.319                

    Akumulasi Penyisihan (103.357.669)     Simpanan Umroh 338.784                           

    Piutang Lainnya 0     Simaster Plus 13.352.276                     

    Persediaan 801.535.453     Simaster Biasa -                                   

    Simpanan INKOPSYA 6.000.000     Wadi'ah Mudhorobah 304.400.000                   

Jumlah Aktiva Lancar 33.213.891.208     Hutang Pihak Lain / Pusat 792.726.273                   

    Rupa - Rupa Pasiva 1.084.778.446                

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

    Inventaris 806.963.772 Jumlah Kewajiban Lancar 33.317.181.652             

    Akumulasi Penyusutan (104.667.065)

Jumlah Aktiva Tetap 702.296.707 Modal

TANAH DAN GEDUNG     Simpanan Pokok 38.760.000                     

    Tanah dan Gedung     Simpanan Pokok Khusus 1.480.956.000                

    Akumulasi Peny. Gedung 228.842.000     Simpanan Wajib 8.520.000                       

Jumlah (31.686.620)     Hibah Depsos 125.000.000                   

RUPA - RUPA AKTIVA 197.155.380     Dana Cadangan 245.226.342                   

    Biaya Dibayar Dimuka (BDD)     SHU Sebelum dibagi & PPH 608.515.110                   

    Amortisasi BDD 2.248.622.686

Jumlah Rupa-Rupa Aktiva (537.806.877) Jumlah Modal 2.506.977.452               

1.710.815.809

JUMLAH TOTAL AKTIVA 35.824.159.104 Jumlah Hutang dan Ekuitas 35.824.159.104             

AKTIVA PASSIVA

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Neraca Per 31 Desember 2013



4.1 Pendapatan Operasional

4.10    Margin Pembiayaan 1.123.047.965

4.114  Basil Tabungan Bank/BMT 33.836.105

 Jumlah Pendapatan Usaha 1.156.884.070              

4.121  Ujroh Pembiayaan 97.331.494

4.122  Jasa 50.370.083

4.13    Lain - lain 22.594.573

4.2 Pendapatan Non Operasional 0

Jumlah Total Pendapatan 1.327.180.220              

Biaya - Biaya 

5.10  Bagi hasil Tabungan 178.270.117

5.101 Ujroh Pihak Lain 11.896.843

5.103  Bagi Hasil Hutang Pihak Lain dan Asuransi 233.148.188

5.201 ZIS (2.5%) 28.565.416

5.301.01.001  Gaji Pokok Pengelola ( 30% ) 347.343.059

5.301.02.006 Tunjangan Pengelola (4 %) 46.200.000

5.301.03  Jasa Pengurus(2.5%) 28.903.586

5.303 LAINNYA

5.303.02 Lembur 0

5.303.03 THR 12.092.500

5.303.05 Seragam 5.050.000

5.303.06 Uang Cuti / Liburan 0

5.303.09 Lain - Lain 4.300.570

5.303.11 Rapat (RAT,RAB,Dll) 13.954.961

5.303.14 Pendidikan Pengurus & Pengelola 5.650.000

5.303.15  Transportasi & Akomodasi 3.730.000

5.304.01 Desa Karangcangkring (1.5%) Khusus Kantor Pusat 13.525.291

5.606 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

5.602 Pemeliharaan Peralatan Kantor 4.293.000

5.604 Sewa Kantor 1.250.000

5.605 Perbaikan Kantor 8.775.295

5.70 PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN

5.702 Akumulasi Penyisihan Hutang tak Tertagih 17.500.000

5.702.01 Akumulasi Penyusutan Gedung 0

5.702.03 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 18.663.597

5.704.01 Akumulasi Penyusutan BDD 0

5.80 BARANG DAN JASA

5.801  Listrik & Telpon 17.924.362

5.804 ATK 16.628.550

5.805 Perjalanan Dinas

5.806 ART 5.129.000

5.807 Program Komputer 0

5.888 PROMOSI,PHBI/PHBN

5.888.01 Promosi 35.565.915

5.888.03 PHBI/PHBN 13.495.000

5.90 BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

5.901 Beban Non Operasinal + Biaya Transfer 0

5.901.01 Dana Sosial Anggota Pendiri & Karyawan (0.5%) 2.197.251

5.901.02 Dana Anggota Pendiri SIMPOKSUS (0.5%) Khusus Kantor Pusat 3.800.000

Jumlah Biaya 1.077.852.501

SHU Sebelum dibagi & PPH 249.327.719

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2011



4.1 Pendapatan Operasional

4.10    Margin Pembiayaan 1.929.674.327              

4.114  Basil Tabungan Bank/BMT 59.492.490                    

 Jumlah Pendapatan Usaha 1.989.166.817              

4.121  Ujroh Pembiayaan 187.090.750                  

4.122  Jasa 58.071.838                    

4.13    Lain - lain 6.002.137                      

4.2 Pendapatan Non Operasional 7.422.800                      

Jumlah Total Pendapatan 2.247.754.342              

Biaya - Biaya 

5.10  Bagi hasil Tabungan 352.336.435                  

5.101 Ujroh Pihak Lain 17.536.964                    

5.103  Bagi Hasil Hutang Pihak Lain dan Asuransi 235.821.512                  

5.201 ZIS (2.5%) 71.001.280                    

5.301.01.001  Gaji Pokok Pengelola ( 30% ) 596.100.771                  

5.301.02.006 Tunjangan Pengelola (4 %) 76.948.414                    

5.301.03  Jasa Pengurus(2.5%) 49.318.423                    

5.303 LAINNYA

5.303.02 Lembur 2.301.500                      

5.303.03 THR 15.895.081                    

5.303.05 Seragam 17.256.085                    

5.303.06 Uang Cuti / Liburan -                                      

5.303.09 Lain - Lain 1.925.500                      

5.303.11 Rapat (RAT,RAB,Dll) 34.633.550                    

5.303.14 Pendidikan Pengurus & Pengelola 5.115.086                      

5.303.15  Transportasi & Akomodasi 6.513.806                      

5.304.01 Desa Karangcangkring (1.5%) Khusus Kantor Pusat 19.391.705                    

5.606 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

5.602 Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.661.900                      

5.604 Sewa Kantor 23.996.434                    

5.605 Perbaikan Kantor 7.266.789                      

5.70 PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN

5.702 Akumulasi Penyisihan Hutang tak Tertagih 46.265.450                    

5.702.01 Akumulasi Penyusutan Gedung -                                      

5.702.03 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 27.212.451                    

5.704.01 Akumulasi Penyusutan BDD 43.917.882                    

5.80 BARANG DAN JASA

5.801  Listrik & Telpon 24.840.520                    

5.804 ATK 37.086.140                    

5.805 Perjalanan Dinas 5.300.000                      

5.806 ART 8.144.400                      

5.807 Program Komputer 13.361.588                    

5.888 PROMOSI,PHBI/PHBN

5.888.01 Promosi 73.977.668                    

5.888.03 PHBI/PHBN 20.959.484                    

5.90 BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

5.901 Beban Non Operasinal + Biaya Transfer 2.917.195                      

5.901.01 Dana Sosial Anggota Pendiri & Karyawan (0.5%) 8.725.541                      

5.901.02 Dana Anggota Pendiri SIMPOKSUS (0.5%) Khusus Kantor Pusat 6.463.901                      

Jumlah Biaya 1.855.193.455              

SHU Sebelum dibagi & PPH 392.560.887                 

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2012



4.1 Pendapatan Operasional

4.10    Margin Pembiayaan 3.149.801.440                            

4.114  Basil Tabungan Bank/BMT 159.753.701                                

 Jumlah Pendapatan Usaha 3.309.555.141                            

4.121  Ujroh Pembiayaan 269.169.551                                

4.122  Jasa 102.509.401                                

4.13    Lain - lain 6.612.896                                    

4.2 Pendapatan Non Operasional 24.605.497                                  

Jumlah Total Pendapatan 3.712.452.486                            

Biaya - Biaya 

5.10  Bagi hasil Tabungan 720.250.595                                

5.101 Ujroh Pihak Lain 29.652.938                                  

5.103  Bagi Hasil Hutang Pihak Lain dan Asuransi 159.582.260                                

5.201 ZIS (2.5%) 81.748.258                                  

5.301.01.001  Gaji Pokok Pengelola ( 30% ) 992.382.931                                

5.301.02.006 Tunjangan Pengelola (4 %) 136.127.578                                

5.301.03  Jasa Pengurus(2.5%) 82.093.025                                  

5.303 LAINNYA

5.303.02 Lembur 18.347.000                                  

5.303.03 THR 29.360.671                                  

5.303.05 Pakaian Dinas 23.712.896                                  

5.303.06 Uang Cuti / Liburan 6.606.657                                    

5.303.09 Lain - Lain 647.283                                       

5.303.11 Rapat (RAT,RAB,Dll) 49.007.672                                  

5.303.14 Pendidikan Pengurus & Pengelola 20.917.789                                  

5.303.15  Transportasi & Akomodasi 11.032.463                                  

5.304.01 Desa Karangcangkring 26.475.053                                  

5.606 PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

5.602 Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.100.297                                    

5.604 Sewa Kantor 59.366.435                                  

5.605 Perbaikan Kantor 12.613.658                                  

5.70 PENYUSUTAN DAN PENGHAPUSAN

5.702 Akumulasi Penyisihan Hutang tak Tertagih 190.600.000                                

5.702.01 Akumulasi Penyusutan Gedung 19.126.620                                  

5.702.03 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 66.494.398                                  

5.704.01 Akumulasi Penyusutan BDD 40.216.744                                  

5.80 BARANG DAN JASA

5.801  Listrik & Telpon 36.961.240                                  

5.804 ATK 47.165.766                                  

5.805 Perjalanan Dinas 5.679.997                                    

5.806 ART 13.255.600                                  

5.807 Program Komputer 51.443.197                                  

5.808 Barang dan Jasa Lainnya 403.602                                       

5.888 PROMOSI,PHBI/PHBN

5.888.01 Promosi 113.972.185                                

5.888.03 PHBI/PHBN 22.589.817                                  

5.90 BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

5.901 Beban Non Operasional + Biaya Transfer 6.133.780                                    

5.901.01 Dana Sosial Anggota Pendiri & Karyawan 17.262.515                                  

5.901.02 Dana Anggota Pendiri SIMPOKSUS 9.606.456                                    

Jumlah Biaya 3.103.937.376                            

SHU Sebelum dibagi & PPH 608.515.110                               

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2013



AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

    Kas 813.554.900     Simpanan Masyarakat Sejahtera 6.184.765.601

    Bank 1.849.480.819     Simpanan Qurban 5.230.060

    Pembiayaan Murobahah 4.850.451.381     Simpanan Haji Mabrur (SIMPAHAM) 1.296.746.741

    Pembiayaan Al Qordh 693.719.081     Simaster Utama Khusus 0

    Pembiayaan Rohn 1.217.728.913     Simaster Utama 0

    Akumulasi Penyisihan (30.000.000)     Simpanan Umroh 0

    Piutang Lainnya 0     Simaster Plus 0

    Persediaan 26.453.294     Simaster Biasa 0

    Simpanan INKOPSYA 6.000.000     Wadi'ah Mudhorobah 63.000.000

Jumlah Aktiva Lancar 9.427.388.388     Hutang Pihak Lain / Pusat 1.804.371.645

    Rupa - Rupa Pasiva 25.079.581

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

    Inventaris 194.881.392 Jumlah Kewajiban Lancar 9.379.193.628

    Akumulasi Penyusutan (14.623.806)

Jumlah Aktiva Tetap 180.257.586 Modal

TANAH DAN GEDUNG     Simpanan Pokok 34.000.000

    Tanah dan Gedung 0     Simpanan Pokok Khusus 594.158.000

    Akumulasi Peny. Gedung 0     Simpanan Wajib 3.960.000

Jumlah 0     Hibah Depsos 125.000.000

RUPA - RUPA AKTIVA     Dana Cadangan 77.820.207

    Biaya Dibayar Dimuka (BDD) 965.249.968     SHU Sebelum dibagi & PPH 247.002.719

    Amortisasi BDD (111.761.388)

Jumlah Rupa-Rupa Aktiva 853.488.580 Jumlah Modal 1.081.940.926

JUMLAH TOTAL AKTIVA 10.461.134.554 JUMLAH HUTANG DAN EKUITAS 10.461.134.554

AKTIVA PASSIVA

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
Neraca Per 31 Desember 2011



PASSIVA

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

    Kas 1.881.323.200     Simpanan Masyarakat Sejahtera 12.160.072.308

    Bank 5.235.234.131     Simpanan Qurban 22.075.135

    Pembiayaan Murobahah 11.019.398.599     Simpanan Haji Mabrur (SIMPAHAM) 2.665.217.672

    Pembiayaan Al Qordh 1.114.571.318     Simaster Utama Khusus 0

    Pembiayaan Rohn 912.900.810     Simaster Utama 2.551.117.682                

    Akumulasi Penyisihan (46.265.450)     Simpanan Umroh 12.367                             

    Piutang Lainnya 0     Simaster Plus 771.398.776                   

    Persediaan 181.000.062     Simaster Biasa 79.572.271                     

    Simpanan INKOPSYA 6.000.000     Wadi'ah Mudhorobah 139.000.000

Jumlah Aktiva Lancar 20.304.162.670     Hutang Pihak Lain / Pusat 1.962.013.535

    Rupa - Rupa Pasiva 299.854.209

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

    Inventaris 489.178.824 Jumlah Kewajiban Lancar 20.650.333.955

    Akumulasi Penyusutan (38.536.257)

Jumlah Aktiva Tetap 450.642.567 Modal

TANAH DAN GEDUNG     Simpanan Pokok 38.760.000

    Tanah dan Gedung 180.043.500     Simpanan Pokok Khusus 873.246.000

    Akumulasi Peny. Gedung (12.560.000)     Simpanan Wajib 6.240.000

Jumlah 167.483.500     Hibah Depsos 125.000.000

RUPA - RUPA AKTIVA     Dana Cadangan 144.095.954

    Biaya Dibayar Dimuka (BDD) 1.577.242.512     SHU Sebelum dibagi & PPH 392.560.887

    Amortisasi BDD (269.294.453)

Jumlah Rupa-Rupa Aktiva 1.307.948.059 Jumlah Modal 1.579.902.841

JUMLAH TOTAL AKTIVA 22.230.236.796 Jumlah Hutang dan Ekuitas 22.230.236.796

AKTIVA

Bismillahirrahmanirrahim

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
Neraca Per 31 Desember 2012
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